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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  

TENAGA KERJA INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya 

dalam penyelesaian kerugian keuangan negara sebagai 

akibat adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian 

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, 

Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga, perlu diterbitkan suatu 

ketentuan mengenai pedoman atau tatacara dalam 

penyelesaian ganti kerugian negara; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan 

Tenaga Kerja Indonesia tentang Tatacara Penyelesaian 

Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional 

Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.   Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 

6.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4488); 
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8.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 

4892); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PM K.06/2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; 

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 

01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia.; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG 

TATACARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI 

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. 
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Pasal 1 

Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap 

Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak 

Ketiga di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan 

Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap 

Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak 

Ketiga di Lingkungan BNP2TKI dipergunakan sebagai 

acuan/pedoman dalam rangka penyelesaian ganti kerugian 

negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat 

Lain, dan Pihak Ketiga di lingkungan BNP2TKI. 

 

Pasal 3 

Kerugian Negara yang terjadi sebelum 

ditetapkannya/berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini 

diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Desember 2015 

 

KEPALA 

BADAN NASIONAL PENEMPATAN 

DAN PERLINDUNGAN TENAGA 

KERJA INDONESIA, 

 

ttd 

 

NUSRON WAHID 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2015 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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